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c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas
berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

melakukan administrasi kepegawaian;

melakukan pengelolaan administrasi barang milik

Daerah lingkup Dinas;

melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang

milik Daerah lingkup Dinas;

i. melakukan administrasi umum, peralatan dan
perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan
kearsipan;
melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian
data dan fasilitasi pelayanan informasi;

k. melakukan pelayanan ketatausahaan;

melakukan administrasi dan pelaksanaan surat

masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah

dinas yang berlaku;

m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan
kapasitas organisasi dan tata laksana;

n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh atasan terkait dengan tugasnya.

B mmooe

—

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 9

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, dipimpin oleh Kepala Bidang yang
mempunyai tugas menyusun, mengoordinasikan,
melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan bidang
perikanan tangkap.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
?uyat ( }). Kepala Bidang Perikanan Tangkap melaksanakan
ngsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang
perikanan tangkap;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perikanan
tangkap,

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang perikanan tangkap;




(3)
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pelaksanaan administrasi bidang perikanan tangkap,
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

a.

b.

menyusun rencana Kkegiatan Bidang Perikanan
Tangkap sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang
berlaku agar pelaksanaan tugas dapat beralan
lancar;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas
berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi
perkantoran;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya,
melaksanakan pendampingan, perlindungan dan
pelestarian sumberdaya ikan;

menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap;
melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana
usaha perikanan tangkap;

melaksanakan pengembangan, pembinaan,
pendampingan, perlindungan dan pengendalian
nelayan kecil;

melaksanakan fasilitasi pembentukan dan
pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan,
bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;

menetapkan prosedur pengelolaan dan
penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
melaksanakan bimbingan dan penerapan
persyaratan atau standar pada usaha pengolahan
dan pemasaran skala mikro dan kecil;

melaksanakan peningkatan ketersediaan ikan untuk
konsumsi dan usaha pengolahan;

melaksanakan pengawasan usaha perikanan tangkap
di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan
genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Bidang Perikanan Tangkap dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan terkait dengan tugasnya.
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Tabel 3.7. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Realisasi Anggaran
guna mendukung pencapaian masing-masing sasaran pada Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar.
N INDIKATOR REALISASI CAPAIA
o | SASARAN KRB PROGRAM ALOKAS! (Rp.) (Rp.) N(Y)
:roddu Perikanan PROGRAM
L Tanghap | PENGELOLAAN
Cakupan Bina PERIKANAN 2180708370 | ;087006481 | 7°
Kelompok Nelayan | TANGKAP
PROGRAM
Produksi Perfkanan | PENGELOLAAN 1877137200 | 1.821.191.694 97,02
Budidaya PERIKANAN
Meningkatn BUDIDAYA
1 | yaProduksi
, PROGRAM
Persentase Jumlah | PENGAWASAN
Kelompok Unit SUMBERDAYA 227.446.600 226.507.552 99,59
Usaha yang diawasl | KELAUTAN DAN
PERIKANANAN
I L.
PengolahanHasil | oo\ cARAN 564233.900 | 510.765.500 90,5
Perikanan
HASIL PERIKANAN
Persentase
Kontribusi Sektor
Pertanian Terhadap
PDRB PROGRAM
Produktivitas PENYEDIAAN DAN
Pertanian Per PENGEMBANGAN 6.326.405.442 | 5.564.034.78 87,9
Hektar Pertahun SARANA 6
Cakupan PERTANIAN
Pengawasan Mutu
Pakan dan Produks!
Benih/Bibit Ternak
PROGRAM
Cakupan Prasarana | PENYEDIAAN DAN
Pertanian yang PENCEMBANGAN 175-480.000 172.0.724 98,02
disediakan PRASARANA
PERTANIAN
. Persentase
Penurunan
Meningkatn | Kejadian Dan
2 | yaProduksi | Jumiah Kasus %
Pertanian Penyakit Hewan
PSP KESEHATAN
: ~mor HEWAN :::Nu 14.865.869.488 | 1034961679 73
Peternakan Dan 5
MASYARAKAT
Hasil Turunannya VETERINER
Yang Aman, Sehat,
Utuh Dan Halal
(Asuh)
Perizinan Usaha PROGRAM
PERIZINAN USAHA 7.883.000 7375-500 923
nnmpai PERTANIAN
Dibina Dan Diawas!
Cakupan Kelompok
Tani yang
Mendapatkan PROGRAM
Pendampingan PENYULUHAN 692.871.000 590.283.521 85,19
Penyuluh PERTANIAN
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